Menimbang :

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN

NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia
Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat
harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,
serta merupakan generasi penerus cita-cita
perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat
perlindungan dan kesempatan seluas luasnya untuk
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

secara wajar;

. bahwa setiap anak berhak mendapatkan

perlindungan, baik dari pemerintah daerah dan/atau
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari
kekerasan dan/atau ancaman kekerasan, eksploitasi,

perlakuan salah dan penelantaran;

. bahwa dengan adanya perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak serta untuk menyesuaikan
dengan kondisi penyelenggaran perlindungan anak
di daerah perlu dilakukan penyesuaian terhadap
Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun

2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perlindungan Anak di Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

5. Undang-Undang Nomor S Tahun 1998 tentang
Pengesahan Convention Against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or
Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan
Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,
Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat
Manusia) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The
Prohibition and Immediate of The Worst Forms of Child
Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan
dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk
Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3941);



7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235)
sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56006);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5332);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang
Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang
Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 2);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4768);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 53);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN
dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN

ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2

Daerah adalah Kabupaten Klaten.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Klaten.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan
kekuasaan Keluarga Orang Tua,Wali yang sah, atau orang lain yang
bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan
Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki
keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka
waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap
masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk
berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik
dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan
anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah
dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya
menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan
yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan orang tua,
yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan
menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran terhadap anak.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan
melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang
diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk
mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang
membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara
fisik, mental, seksual, dan psikologis.

Eksploitasi Terhadap Anak adalah setiap perbuatan melibatkan
anak dalam kegiatan yang dapat merugikan kesejahteraan dan

tumbuh-kembang atau membahayakan keselamatan anak dengan



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

24.

tujuan membuat orang lain dapat memperoleh manfaat ekonomi,
seksual, sosial, atau juga politik, termasuk bila di dalamnya
terdapat pembatasan atau penghilangan kesempatan anak
memperoleh haknya

Perlakuan Salah Terhadap Anak adalah setiap tindakan terhadap
anak, termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat
menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan,
martabat dan perkembangan anak.

Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan
kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan
sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak,
termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.

Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan
mekanisme  Pemerintah  Daerah dan  masyarakat dalam
menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan,
perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak.
Pengurangan Risiko adalah tindakan dini terhadap anak dan
keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko
mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan, perlakuan salah,
eksploitasi, dan penelantaran.

Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi,
penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang
menjadi korban tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi,
dan/atau penelantaran.

Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan
pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar
pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh
atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti
panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain
sejenisnya.

Sistem Informasi Data Anak adalah pengumpulan, pengelolaan,
dan  pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam
Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan
organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM

adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun



sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk
memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

25. Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk
oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak
berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi
masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.

26. Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial adalah lembaga atau
tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan
kesejahteraan sosial bagi anak.

27. Rumah aman adalah tempat tinggal sementara bagi perempuan
dan anak-anak yang mengalami eksploitasi seksual, kekerasan

domestik dan juga perdagangan manusia.

Pasal 2
Perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-

Undang Dasar 1945.

Pasal 3
Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak
anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, mendapat
perlindungan dari kekerasan perlakuan salah, eksploitasi, penelantaran
secara sistematis, terintegrasi, dan berkesinambungan, diskriminasi,
demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia,

dan sejahtera.

Pasal 4
perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:
a. non diskriminasi;
b. untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh-kembang anak;
dan
d. penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan

tingkat kematangannya.



BAB I
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK
Bagian Kesatu

Hak Anak

Pasal 5
Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan
berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi.

Pasal 6
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status

kewarganegaraan.

Pasal 7
Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan
berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan wusianya dalam

bimbingan orang tua atau wali.

Pasal 8

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan,
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal karena suatu sebab, orang tuanya tidak dapat menjamin
tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka
anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau
anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali
jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak
dan merupakan pertimbangan terakhir.

(2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
anak tetap berhak:
a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan

kedua orang tuanya;



b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan
perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang
tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan

c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Pasal 10
Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan

sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 11

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam
rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai
dengan minat dan bakat.

(2) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan
pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan
oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau
pihak lain

(3) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh
pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak

mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12
Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima,
mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan wusianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai

kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 13
Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang,
bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi
sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi

pengembangan diri.

Pasal 14
Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi,

bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
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Pasal 15
Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak
lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak
mendapat perlindungan dari perlakuan:
a. diskriminasi;
b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual,
c. penelantaran;
d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan,;
e. ketidakadilan; dan
f. perlakuan salah lainnya.
Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka

pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 16

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;

c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;

d.pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;

e. pelibatan dalam peperangan; dan

f. kejahatan seksual.

(1)

2/

o

(1)

Pasal 17

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak
manusiawi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan
hukum.

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya
dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya

dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 18
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya

dipisahkan dari orang dewasa;
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b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan

c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak
yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk

umuimnl.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual

atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 19

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak

mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Bagian Kedua
Kewajiban Anak

Pasal 20

Setiap anak berkewajiban untuk :

a
b.

e oo

menghormati orang tua, wali, dan guru;

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
mencintai tanah air,bangsa dan negara;

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan

melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB III
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN ORANGTUA
Bagian Kesatu
Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 21

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan

anak meliputi:

a. menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang,

menengah, dan pendek melalui upaya daerah membangun
Kabupaten Layak Anak, sebagai bagian yang terintegrasi dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi
korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan
penelantaran anak; mendorong tanggung jawab orang tua,

masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
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melakukan koordinasi dan kerja sama dalam mencegah dan
menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah
dan penelantaran anak;

mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan
Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan,
pengurangan resiko kerentanan dan penanganan tindak kekerasan,
eksploitasi, dan perlakuan salah dan penelantaran;

menyediakan sarana dan prasarana;

penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
menyelenggarakan pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan rehabilitasi sosial,;
memberikan perlindungan kepada anak bermasalah dengan hukum,
korban kekerasan fisik/psikis, seksual, pornografi, HIV/AIDS,
penyandang disabilitas; korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika dan zat adiktif lainnya; korban penculikan; penjualan
dan/atau perdagangan anak;

melakukan rekruitment tenaga sosial profesional yang bersertifikasi;
melakukan upaya pencegahan terhadap adanya perkawinan usia
dini; dan

melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

Bagian Kedua
Kewajiban Orangtua
Pasal 22

Orangtua berkewajiban untuk :
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat,

dan minatnya;
c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini; dan
d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi

pekerti pada anak.
Dalam hal orangtua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,
atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan
tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.



(1)

()

(3)

(4)

(5)

(1)

()

(3)

(4)

(5)

13

BAB IV
PERWALIAN DAN PENGANGKATAN ANAK
Bagian Kesatu
Perwalian Anak
Pasal 23
Dalam hal orang tua dan keluarga anak tidak dapat melaksanakan
kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan
dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
Untuk menjadi wali dari anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
memiliki kesamaan dengan agama yang dianut anak.
Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab
terhadap diri anak dan wajib mengelola harta milik anak yang
bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak
Pasal 24
Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang
terbaik bagi anak.
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang
tua kandungnya.
Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan
identitas awal anak.
Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut
oleh calon anak angkat.
Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan

sebagai upaya terakhir.



(6)

(7)

14

Dalam hal anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan
mengangkat anak tersebut harus menyertakan identitas anak.
Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, agama anak disesuaikan

dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Pasal 25

Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan anak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

@

(1)

@

BAB V
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Kesatu
Perlindungan Anak bagi Anak Dalam Kandungan
Pasal 26
Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat, dan
keluarga berkewajiban memberi perlindungan bagi anak dalam
kandungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Perlindungan anak bagi anak dalam kandungan meliputi:
a. pemberian imunisasi lengkap bagi ibu hamil;
b. pemberian makanan bergizi bagi ibu hamil,
c. pemeriksaan kandungan ibu hamil secara berkala ;
d. perlindungan terhadap obat-obatan yang membahayakan anak
dalam kandungan;
e. perlindungan terhadap resiko pekerjaan berat yang dapat
membahayakan anak dalam kandungan; dan
f. perlindungan terhadap upaya dan/atau tindakan aborsi yang

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Perlindungan Anak Bagi Anak Usia Dini
Pasal 27
Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat dan
keluarga berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak usia
dini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak bagi anak usia dini meliputi :
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a. pemberian Air Susu Ibu eksklusif selama 6 bulan dan dilanjutkan
sampai dengan 2 (dua) tahun.

b. pemberian makanan bergizi dan imunisasi dasar yang lengkap;

c. stimulasi, deteksi dini dan intervensi dini tumbuh kembang anak,
serta program Pendidikan Anak Usia Dini;

d. penyediaan tempat bermain dan penitipan anak;

e. pemberian program anak asuh; dan

f. penerbitan identitas diri anak dalam bentuk akta kelahiran yang
diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

tanggal diajukannya permohonan.

Bagian Ketiga
Perlindungan Anak bagi Anak Usia Sekolah
Pasal 28

Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial, masyarakat dan

keluarga berkewajiban memberi perlindungan anak bagi anak usia

sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan bagi anak usia sekolah meliputi :

a. mendapat perhatian dan kasih sayang dari keluarga;

b. mendapat bimbingan agama sesuai yang dianutnya;

c. mendapat pelayanan pencegahan, perawatan dan rehabilitasi
kesehatan;

d. mendapat pendidikan wajib belajar 9 (sembilan) tahun dan dapat
menyelesaikan sekolah tingkat atas yang didukung oleh
lingkungan yang ramah dan kondusif;

e. pemberian beasiswa bagi anak yang berprestasi;

f. pemberian bimbingan konseling dan program anak asuh; dan

g. penyediaan tempat bermain dan berolah raga yang memadai.

Setiap orang dan/atau pihak manapun wajib melindungi anak usia

sekolah dari tindakan kekerasan di lingkungan keluarga, sekolah

dan masyarakat.

Bagian Keempat
Perlindungan Anak Bagi Anak Terlantar
Pasal 29
Pemerintah Daerah, LSM/Organisasi Sosial dan masyarakat
berkewajiban memberi perlindungan terhadap anak terlantar sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.
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(2) Perlindungan anak bagi anak terlantar yang orang tuanya tidak

()

@

©

4

(1)

mempunyai kemampuan dan/atau kemauan memelihara anak
dilaksanakan melalui bentuk pelayanan Panti dan Non Panti sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Perlindungan Anak bagi Pekerja Anak
Pasal 30
Perlindungan bagi pekerja anak bertujuan untuk menjamin
terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat
kemanusiaan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas,
berakhlak mulia dan sejahtera.
Pengusaha dilarang mempekerjakan anak, kecuali anak telah
berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas)
tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak
mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial.
Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam dalam sehari;
d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu
sekolah;

e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
f.  Adanya hubungan kerja yang jelas; dan
g Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b,
huruf f dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha

keluarganya.

Pasal 31
Setiap pekerja anak berhak wuntuk dapat hidup, tumbuh,
berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari

kekerasan dan diskriminasi.
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Setiap pekerja anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
eksploitasi.

Setiap pekerja anak berhak memperoleh kelangsungan pendidikan.
Setiap pekerja anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan
jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, psikis, sosial dan

spiritual.

Pasal 32

Setiap orang tua atau wali berkewajiban melindungi anak dari

bentuk-bentuk pekerjaan yang terburuk untuk anak.

Pekerjaan yang terburuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

meliputi :

a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;

b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;

c. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau
melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau

d. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan,

atau moral anak.

Pasal 33
Pemberi kerja berkewajiban menjamin terpenuhinya hak anak.
Pemberi kerja berkewajiban memberi petunjuk yang jelas tentang
cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam
pelaksanaan pekerjaan.
Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan anak wajib memberi
kompensasi berupa :
a. Kesempatan dan fasilitas belajar bagi pekerja anak yang masih
sekolah;
b. Penyediaan sarana dan prasarana pelatihan untuk peningkatan
keterampilan, bakat serta minat pekerja anak; dan
c. Mengadakan kegiatan yang bersifat rekreatif-edukatif demi
menumbuh kembangkan kesehatan fisik dan psikis, sosial dan

spiritual pekerja anak.
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Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh
dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja

pekerja/buruh dewasa.

Pasal 34

Setiap anggota masyarakat dan LSM berhak turut serta

berpartisipasi dalam upaya menjamin perlindungan pekerja anak.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dan LSM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Memberikan advokasi terhadap pelanggaran hak pekerja anak;

b. Melaporkan terjadinya pelanggaran hak pekerja anak kepada
instansi yang berwenang;

c. Memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam hal
terjadinya pelanggaran hak pekerja anak;

d. Membangun kesadaran dalam memberikan perlindungan hukum
bagi pekerja anak;

e. Turut serta melakukan upaya rehabilitasi bagi pekerja anak; dan

f. Melakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan perlindungan

bagi pekerja anak.

Bagian Keenam
Perlindungan Anak bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus
Pasal 35
Pemerintah Daerah, Penegak Hukum, LSM/Organisasi Sosial dan
masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab memberi
perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang
berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (NAPZA), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak
penyandang dissabilitas, dan anak korban perlakuan salah dan

penelantaran.
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Pasal 36

Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan, penculikan

dan penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan,

perawatan dan rehabilitasi oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk melaksanakan upaya pengawasan dan pencegahan terjadinya

perdagangan anak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah

Daerah dapat melakukan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan,

pengadilan, masyarakat, LSM dan organisasi sosial lainnya berupa :

a. melakukan pengawasan dalam upaya melaksanakan tindakan
pencegahan dan penghapusan perdagangan anak;

b. melaksanakan sosialisasi dan/atau kampanye tentang
pencegahan, penanggulangan dan penghapusan praktek-praktek
perdagangan anak; dan/atau

c. melaksanakan kerjasama antar pemerintah daerah maupun
dengan Pemerintah Daerah Propinsi yang dilakukan melalui
pertukaran informasi, kerjasama penanggulangan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 37
Setiap anak korban perdagangan, penculikan dan penjualan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) berhak memperoleh
perawatan dan rehabilitasi baik fisik, psikis maupun sosial.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan
pemberian tempat perlindungan bagi anak korban perdagangan
anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

Pasal 38
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga wajib melindungi
anak korban tindak kekerasan.
Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan
secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, LSM dan
Organisasi Sosial yang diwujudkan dalam suatu wadah yang

ditetapkan oleh Bupati.
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Pasal 39

Setiap anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 38 ayat (1) memperoleh pelayanan rehabilitasi baik fisik, psikis

maupun sosial yang diselenggarakan oleh wadah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2).

(1)

()

(1)

()

(3)

Pasal 40
Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua wajib
melindungi anak dalam situasi darurat.
Perlindungan bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
berupa pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pelayanan
sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan,

konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.

Pasal 41

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) meliputi anak yang

berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,

merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,

orang tua, keluarga dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan hak-hak
anak;

b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;

d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik
bagi anak;

e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap
perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

f pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan
orang tua atau keluarga; dan

g perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

a. upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
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b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media

dan untuk menghindari labelisasi;

c. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi

ahli, baik fisik, mental, maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai

perkembangan perkara.

Pasal 42
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi
dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)
merupakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah,
orang tua, keluarga dan masyarakat.
Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak;
b. pemantauan, pelaporan dan pemberian sanksi; dan
c. pelibatan berbagai instansi pemerintah, swasta, perusahaan,
serikat pekerja, LSM dan masyarakat dalam penghapusan
ekploitasi terhadap anak.
Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang melakukan
eksploitasi ekonomi dan/atau seksual terhadap anak sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 43

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan
terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan
melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk dapat menikmati
budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya
sendiri dan menggunakan bahasanya sendiri.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menghalang-
halangi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran
agamanya, dan menggunakan bahasanya sendiri tanpa

mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan budaya.
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Pasal 44

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif
lainnya (NAPZA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2),
dan terlibat dalam pemakaian, produksi dan distribusinya,
dilakukan melalui upaya pengawasan dan pencegahan oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang dengan sengaja
menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan

anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi NAPZA.

Pasal 45
Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan melalui
upaya:
a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
c. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk
mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan
individu.
Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang memperlakukan
anak dengan mengabaikan pandangan mereka secara diskriminatif,

termasuk labelisasi.

Pasal 46
Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dilakukan melalui
pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh
Pemerintah Daerah dan masyarakat.
Setiap orang dan/atau pihak manapun dilarang menempatkan,
membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam

situasi perlakuan salah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



23

BAB VI
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
BAGI ANAK DAN KELUARGA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 47
() Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga
merupakan sistem pencegahan dan penanganan terhadap semua
bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak,
penelantaran /pengabaian dalam semua situasi termasuk anak yang
berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.
@ Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan primer,

layanan sekunder, dan layanan tersier.

Pasal 48
Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas
penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga melalui
pencegahan dan penanganan tindakan kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah, penelantaran /pengabaian dalam semua situasi
kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan

anak dalam situasi darurat.

Bagian Kedua
Layanan primer
Pasal 49
(1) Layanan primer dilaksanakan melalui:

a. Penguatan kemampuan dan keterampilan masyarakat untuk
mengikutsertakan anak dalam proses perlindungan dan
pengasuhan anak;

b. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk
segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,
penelantaran /pengabaian dalam semua situasi kehidupan
anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan
anak dalam situasi darurat sehingga dapat merubah sikap dan

perilaku sosial masyarakat ;
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Peningkatan kesadaran masyarakat, pers, pendidik, tokoh
masyarakat, tentang kewajiban melindungi identitas anak yang
menjadi korban segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi,
perlakuan salah, penelantaran/pengabaian, anak yang
berhadapan dengan hukum untuk menghindari labelisasi
(stigma buruk);

Penguatan kemampuan dan keterampilan orangtua dan
pengasuh dalam mendidik anak;

Promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif
kepada anak dengan tidak melakukan tindakan hukuman
badan, merendahkan martabat, penyiksaan, atau tindakan
tidak manusiawi lainnya dalam pola pengasuhan dan
perlindungan;

Pembuatan kebijakan dan standar operasional prosedur tentang
pencegahan dan penanganan terjadinya tindakan kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam
semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang
berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat;
Pendidikan kepada tokoh masyarakat, kelompok profesi, aparat
penegak hukum tentang penyelesaian kasus anak yang
berkonflik dengan hukum melalui diversi dan keadilan restoratif
dan memperlakukan anak secara manusiawi dan sesuai dengan
martabat dan hak-hak anak;

Orang tua/keluarga atau bentuk pengasuhan lainnya, lembaga
pendidikan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga pembuat
keputusan yang mempengaruhi kehidupan anak serta lembaga
peradilan anak harus memperlakukan anak secara manusiawi
dan sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;

Pendidikan tentang perlindungan anak dalam situasi darurat;
Pembuatan kebijakan yang memudahkan anak mengakses
layanan pendidikan untuk pengembangan bakat dan
kepribadian;

Peningkatan pemahaman bagi pendidik tentang penegakan
disiplin/pendidikan anak dengan memperhatikan martabat dan
harga diri anak;

Pengembangkan partisipasi anak dalam kehidupan keluarga

atau bentuk pengasuhan lainnya, pendidikan, kegiatan sosial
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kemasyarakatan, pembuatan keputusan oleh pemerintah
daerah dan DPRD yang mempengaruhi kehidupan anak serta
dalam pelaksanaan sistem peradilan anak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar
layanan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Layanan Sekunder
Paragraf 1
Bentuk Layanan Sekunder
Pasal 50
(1) Layanan sekunder dilaksanakan untuk menjaga agar anak tetap
berada dalam asuhan orang tua.
(2) Layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. identifikasi/deteksi dini terhadap anak-anak yang rentan
terjadinya tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,
penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak
termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak;

b. mediasi dan nasehat hukum ketika keluarga menghadapi
kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran, perceraian,;

c. fasilitasi peningkatkan keterampilan menjadi orangtua dan
keterampilan melindungi anak;

d. Layanan rehabilitasi untuk penyembuhan anggota keluarga yang
menghadapi masalah ketergantungan obat, minuman Kkeras,
berjudi, ketidakmampuan mengendalikan amarah;

e. Layanan dukungan keluarga untuk mendapatkan rujukan pada
pelayanan lainnya, seperti dukungan ekonomi, tempat tinggal,
jaminan sosial, jaminan kesehatan,;

f. Advokasi oleh Pemerintah Daerah dan Masyarakat kepada aparat
penegak hukum untuk mendorong dilakukan diversi dengan
pendekatan keadilan restoratif;

g. Layanan bantuan hukum dan psikososial terhadap anak yang
berkonflik dengan hukum baik ketika sedang dalam penahanan,
pemenjaraan maupun dalam proses reintegrasi sosial;

h. Perlindungan terhadap anak ketika terjadi situasi darurat.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, mekanisme dan standar

(1)

@

(1)

@

layanan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Tempat perlindungan sementara
Pasal 51

Tempat perlindungan sementara dibutuhkan sebagai tempat

perlindungan bagi anak yang bersifat sementara yang berfungsi

sebagai pengasuhan sementara ketika anak dan/atau keluarga
menghadapi masalah.

Pemerintah Daerah berkewajiban dan berwenang untuk :

a. mengembangkan standar dan peraturan tentang penyediaan
tempat perlindungan sementara atau yang sejenis;

b. melakukan peningkatan  kemampuan pengelola  tempat
perlindungan sementara anak tentang pola asuh, perlindungan
anak dan manajemen; dan

c. Monitoring terhadap kondisi anak asuh di tempat perlindungan
sementara oleh satuan kerja perangkat daerah yang menangani

perlindungan anak.

Bagian Keempat
Layanan Tertier
Pasal 52

Layanan tersier merupakan langkah penanganan kasus anak yang
telah mengalami kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,
penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak
termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam
situasi darurat yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan
masyarakat.

Layanan tersier yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Intervensi melalui mekanisme penanganan kasus dan sistem
rujukan yang berupa penelaahan kasus, penyelamatan anak,
pemulihan psikologis dan fisik, pemenuhan hak pendidikan,
pemenuhan hak perlindungan hukum, hak mendapatkan

informasi atas perkembangan kasusnya, mendapatkan tempat
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untuk perlindungan sementara apabila dibutuhkan, pengasuhan
pengganti yang bersifat sementara, perlindungan
identitas/kerahasiaan, pemulihan nama baik, reunifikasi keluarga
atau reintegrasi sosial dan rehabilitasi dan restitusi berdasarkan
keputusan pengadilan;

b. Pemantauan terhadap perkembangan penanganan kasus anak
yang menjadi pelaku, korban dan saksi;dan

c. Pembuatan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan
terhadap segala tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah,
penelantaran /pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak
termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam
situasi darurat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara, mekanisme dan standar

layanan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih

lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN ANAK
Bagian Pertama
Koordinasi Pelaksanaan Perlindungan Anak

Pasal 53
Bupati melakukan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
perlindungan anak.
Untuk pelaksanaan pembinaan dan koordinasi sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk forum pembinaan dan
koordinasi penyelenggaraan perlindungan anak yang beranggotakan
unsur terkait.
Ketentuan Lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme
pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Penyelenggara Layanan Terpadu Perlindungan Anak
Pasal 54
Penyelenggara layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu

dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh
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instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang sosial
dan/atau perlindungan anak.

Ketentuan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan menurut
Standar Operasional Prosedur dan diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB VIII
KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 55
Kriteria Kabupaten Layak Anak terdiri dari indikator :
a. penguatan kelembagaan; dan
b. Klaster.
Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Daerah dilakukan
berdasarkan klaster :
a. hak sipil dan kebebasan;
b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan

e. perlindungan khusus.

Pasal 56

Kriteria Penguatan Kelembagaan terlihat dari Indikator sebagai berikut:

a.

adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan untuk
pemenuhan hak anak;

persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk
anggaran untuk penguatan kelembagaan,;

jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan
kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan
kelompok anak lainnya;

tersedia sumber daya manusia (SDM) terlatih Kabupaten Layak Anak
dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program,
dan kegiatan;

tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur,
penyandang disabilitas dan kecamatan;

keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan

keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
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Pasal 57
Klaster hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (2) huruf a memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator :
a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta
Kelahiran;
b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota,

kecamatan, kelurahan dan kampung ramah anak.

Pasal 58
Klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b memiliki kriteria yang dapat
dilihat dari indikator :
a. persentase usia perkawinan di bawah 18 (delapan belas) tahun;
b. tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang
pengasuhan dan perawatan anak; dan

c. tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 59
Klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (2) huruf ¢ memiliki kriteria yang dapat dilihat dari
indikator :

a. angka kematian bayi;

b. prevalensi kekurangan gizi pada balita;

c. persentase Air Susu Ibu (ASI) eksklusif;

d. jumlah ruang ASI;

e. persentase imunisasi dasar lengkap;

f.  jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi

dan mental;

g jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses
peningkatan kesejahteraan;

h. persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan

i. tersedia kawasan tanpa rokok.
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Pasal 60
Klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d memiliki kriteria
yang dapat dilihat dari indikator:
a. angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
b. persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
c. persentase sekolah ramah anak;
d. jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana
perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
e. tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah

anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 61

Klaster perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55

ayat (2) huruf e memiliki kriteria yang dapat dilihat dari indikator:

a. persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan
memperoleh pelayanan;

b. persentase kasus anak berhadapan dengan hukum yang
diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif;

c. adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan
kepentingan anak;

d. persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan
terburuk anak; dan

e. tersedia fasilitas berupa selter/tempat sebagai perlindungan bagi

anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus.

Pasal 62

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan pengembangan Kabupaten
Layak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, Pasal
57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 diatur dengan
Peraturan Bupati.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri
dari :
a. persiapan;
b. perencanaan,;
c. pelaksanaan;

d. pemantauan;
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e. evaluasi; dan

f. pelaporan.

Pasal 63
(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di Tingkat Kecamatan.
(2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Kabupaten Layak Anak di tingkat Desa / Kelurahan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan
pelaksanaan Kabupaten Layak Anak diatur lebih lanjut dengan

Peraturan Bupati.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 64
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam wupaya pencegahan,
pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya
perseorangan maupun lembaga.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dengan:

a. memberikan informasi dan/atau melaporkan setiap situasi
kerentanan dan kekerasan yang diketahuinya;

b. memfasilitasi atau melakukan kegiatan pencegahan dan
pengurangan resiko;

Cc. memberikan layanan perlindungan bagi anak yang menjadi
korban;

d. memberikan advokasi terhadap korban dan atau masyarakat
tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan
salah dan penelantaran anak; dan

€. membantu proses pemulangan,rehabilitasi sosial, dan reintegrasi

sosial.

Pasal 65
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
dapat dilakukan oleh:

a. perseorangan;
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keluarga;

lembaga perlindungan anak;

lembaga kesejahteraan sosial;

lembaga pendidikan;

lembaga organisasi sosial kemasyarakatan;
LSM;

organisasi profesi;

dunia usaha; dan

media massa.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 66

Pembiayaan kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak dapat

bersumber pada:

a.
b.

C.

(1)

@

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

XI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 67
Setiap orang atau badan yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) serta
Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. Peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Pembekuan sementara izin; dan

d. Pencabutan izin.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 68

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah

Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
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Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 64),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
Mengesahkan

Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya pada tanggal 31 Desember 2018
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM BUPATI KLATEN,

Cap
ttd Cap
Luciana Rina Damayanti, SIP, MM ttd

Pembina Tk. I
NIP. 19710724 199003 2 001 SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd
JAKA SAWALDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 28
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA
TENGAH: (28/2018)
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

L UMUM.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa,
yang senantiasa harus dijaga karena di dalam dirinya melekat
harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan,
baik dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar
dan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan,
eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.

Upaya-upaya perlindungan anak merupakan upaya perhatian
terhadap keberlangsungan masa depan bangsa. Sistem sosial
menempatkan anak pada posisi yang rentan terhadap berbagai
bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran.
Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan serangkaian upaya
perlindungan yang diberikan kepada semua anak termasuk anak
dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum
(sebagai korban, pelaku dan saksi), anak yang dieksploitasi secara
ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban
penculikan, penjualan, anak korban kekerasan fisik dan/atau
mental, anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan
upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan kasus
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak
serta memantau dan mengevaluasi upaya dimaksud. Mendasarkan
hal-hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Perlindungan Anak. Guna menjamin dan

melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh,
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berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat
dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak lainnya, perlu
dilakukan upaya-upaya perlindungan terhadap anak. Oleh karena
itu, diperlukan tindakan nyata dari pemerintah daerah dan peran
serta masyarakat secara luas sehingga upaya-upaya perlindungan
terhadap anak dapat memperoleh hasil yang optimal.

Berdasarkan wuraian sebagaimana di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang

Perlindungan Anak

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Huruf a
Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah
perlindungan kepada semua anak, anak sebagai korban,
pelaku dan saksi kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
perlakuan salah tanpa membedakan suku, agama, ras,
golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa, status
hukum dan kondisi fisik maupun mental.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi Anak”
adalah bahwa semua tindakan yang menyangkut anak yang
dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif,
dan badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak
harus menjadi pertimbangan utama.
Huruf c

Yang dimaksud dengan asas hak hidup, kelangsungan
hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling
mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara,

pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “penghargaan terhadap pandangan
anak” adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk
berpartisipasi dan menyatakan pandangan/pendapatnya
dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut
hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada
anak dalam rangka mengembangkan  kreativitas dan
intelektualitasnya (daya nalarnya) sesuai dengan tingkat usia
anak. Ketentuan pasal ini juga menegaskan
bahwapengembangan tersebut masih tetap harus berada dalam
bimbingan Orang Tua atau Walinya.
Pasal 8
Ayat (1)
Ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa
orang tuanya, dalam arti asal usulnya (termasuk ibu
susunya), dimaksudkan untuk menghindari terputusnya
silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orang tua
kandungnya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh
orang tuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan
menghormati orang tuanya.
Ayat (2)
Pengasuhan atau pengangkatan anak dilaksanakan sesuai
dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku,
dan agama yang dianut anak.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
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Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Hak dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin
kehidupannya  sesuai dengan  martabat kemanusiaan,
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a
Perlakuan diskriminasi, misalnya perlakuan yang
membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis
kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum
anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik
dan/atau mental.

Huruf b
Perlakuan  ekploitasi, misalnya tindakan atau
perbuatan memperalat, memanfaatkan, atau memeras
anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga,
atau golongan.

Huruf c
Perlakuan penelantaran, misalnya tindakan atau
perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban
untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak
sebagaimana mestinya.

Huruf d

Perlakuan yang kejam, misalnya tindakan atau
perbuatan secara zalim, keji, bengis, atau tidak
menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan
kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan
melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-

mata fisik, tetapi juga mental dan sosial.
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Huruf e
Perlakuan ketidakadilan, misalnya tindakan
keberpihakan antara anak yang satu dan lainnya, atau
kesewenang-wenangan terhadap anak.
Huruf f
Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan
atau perbuatan tidak senonoh kepada anak.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan
akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak
menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang
Tuanya, seperti Anak yang ditinggal Orang Tuanya ke luar
negeri untuk bekerja, Anak yang Orang Tuanya ditahan
atau dipenjara.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Perlindungan dalam ketentuan ini meliputi kegiatan yang bersifat
langsung dan tidak langsung, dari tindakan yang

membahayakan anak secara fisik dan psikis.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan bantuan lainnya misalnya
bimbingan sosial dari pekerja sosial, konsultasi dari
psikolog dan psikiater, atau bantuan dari ahli bahasa.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
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Pasal 19
Bantuan lainnya dalam ketentuan ini termasuk bantuan medik,
sosial, rehabilitasi, vokasional, dan pendidikan.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf 1
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Pasal 22
Ayat (1)
Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.
Hurufd
Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Ayat (1)

40

Yang dimaksud dengan Anak Usia Dini adalah anak usia O

sampai dengan 6 Tahun.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.



Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.
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Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 190
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